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PENDAHULUAN

. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang baru terlepas dari rezim otoriter, tentunya banyak sekali
ersoalan pelik yang muncul. Salah satunya adalah persoalan perinan militer dalam ranah
olitik. Semasa Orde Baru, Presiden, Gubernur, Bupati, camat hingga kepala desa atau
ral sebagian besar adalah dari kalangan militer yang akiif atau yang telah
urnawirawan. Sebagal aktor dominan, militer menguasai hampir seluruh proses
snyclenggaraan negara, dari bidang politik, ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Proses
sgemoni ini pada akhirnya melahirkan sistem yang otoriter.

Iswandi (1986:61) menyebutkan, sgjarah kekuasaan Orde Baru adalah sejarah neo-
sisme (militer), yaitu suatu pemerintahan yang dibangun dengan cara mengandalkan
itisme, irasionalisme, nasionalisme dan korporatisme. Ciri dari pemerintahan neo-
sisme militer ini adalah mengandalkan kekuatan militer untuk menghancurkan
ganisasi-organisasi massa (kekuatan sipil) dan menghilangkan semua gerakan militant.

Bibit-bibitnya (neo-fasisme) menurut Mashudi Noorsalim dan Curie Maharant
004;180) telah mmecul se¢jak masa demokrasi terpimpin, dan diaphkasikan ‘nyaris’
mpurna pada masa Orde Baru. Meskipun ketetapan bahwa Tentara Nasional Indonesia
(NI) sebagai kekuatan sosial baru dikukuhakan pada 1982, yaitu melalni UU

0.20/1982, namun prakteknya peran sosial-politik (sospol) TNI semakin membesar.
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Orde Baru di bawah Jenderal Socharto merupakan sebuah rezim yang telah dikuasai
leh militer secara total. Rezim otoriterian Orde Baru tersebut ditopang oleh kekuatan
iiliter dengan menggunakan instrumentasi doktrin dwifungsi, Golkar dan penguasaan

tas jalur birokrasi. Militer masuk ke dunia politik dengan mendapatkan 100 kursi

l

:gislatif tanpa melalui mekanisme Pemilu.

Syaukani, Affan Gaffar, dan Ryas Rasyid (2004:124-125) menjelaskan, kehadiran
>ndral Soeharto dengan Orde Baru yang syarat dengan dominasi tentara atau militer
alam kehidupan politik nasional membawa dampak yang sangat huas bagi keberadaan
fortterianisme. Politik hanya menjadi domain dari sekelgmpok kecil orang yang berada
| sekitar pusat kekuasaan di Jakarta. Bahkan oleh mendiang Menteri Dalam Negeri Amir
fahmud dimunculkan slogan “Politik No, Pembangunan Yes.” Demokrasi kemudian
rpendam jauh kedalam lumpur kehidupan politik dan digantikan oleh otoriterianisme
sngan segala macam implikasinya. Sentralisasi kekuasaan mendapat tempat yang sangat
1at dalam pemerintahan Socharto. Hal ini berkaitan erat pula dengan hakekat
>mahaman kekuasaan dari Soeharto yang mempunyai latar belakang militer yang sangat
1at dan ditopang pilar oleh budaya politik “Mataram™ yang hierarkis dan sentralistik.

Pengaruh politik angkatan bersenjata di semua negara sangat luas. Militer merupakan
mbang kedaulatan negara dan penahan utama bagi kemungkinan serangan ferhadap
egara, baik dari luar maupun dalam. Militer menjadi tulang punggung rezim Soeharto

lama 32 tahun. Dalam masa-masa awal Orde baru dapat dikatakan bahwa Socharto
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Militer adalah sebuah organisasi yang sangat ketat, hierarkis, dan birokratis. Dalam

rganisasi kemiliteran perintah dari seorang komandan merupakan perintah yang harus

ijalankan oleh para bawahannya. Setiap bawahan mempuny?.i sifat ketundukan dan
i)yalitas yang tinggi kepada atasan. Perintah atasan merupakan sesnatu yang “sakral”
alam institusi ini. Militer cenderung memainkan peran penting yang melampui proporsi
ibanyak negara berkembang karena beberapa alasan:

1. Eksisnya kelompok berkuasa dalam masyarakat yang mengancam militer

2. Persepsi korps perwira tentang kebutuhan mencapai peningkatan kekuasaan

militer di masyarakat

3. Kelemahan-kelemahan kepemimpinan sipil yang menyediakan peluang bagi

militer untuk campur tangan di dalam perpolitikan nasional.

Menurut Eric A. Nordlinger (199(5;63), struktur internal kelompok politik — yaitu
ola-pola hubungan para anggota, peranan dan unit — mungkin mempengaruhi sikap
olitik para anggota, tanggapan mereka terhadap prioritas kelompok, dan kemampuan
elompok untuk mendominasi atau bersaing dengan kelompok lain. Sebagai satn potensi
au kelompok politik yang sebenarnya, sifat struktur militer yang paling menonjol
lalah sifat birokrasi. Sifat tersebut berpengaruh sekali atas sikap dan tingkah laku
erwira, baik terhadap keputusan untuk melakukan campur tangan maupun gaya
emerintahan pretorian. Ciri-ciri utama di dalam birokrasi yang ideal termasuk

enggunaan kriteria pencapain di dalam menentukan kenaikan pangkat, keyakinan kuat

>pada prinsip yang rasional di dalam proses membuat keputusan, dan arahan pejabat
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piliter mirip benar dengan model birokratis seperti ini. Citra militer sebagai pembuat
eputusan yang cakap dan rasional telah membantu.
Keterlibatan militer dalam ranah politik di Indonesia dimulai scjak bangsa ini

pemproklamirkan kemerdekaan tahun 1945. Najib Azca (1998), menyebutkan peranan

Pi!iter dalam politik di Indonesian, dari aksi menuju hegemoni dapat dibagi menjadi tiga
eriode. Yang pertama tahun 1945-1955, yakni yang disebut periode Dwifungsi ABRI
lari aksi menuju ke akomodasi. Aksi Dwifunpsi ABRI dimulai dari awal masa‘\berang
emerdekaan ; Akomodasi Dwifungsi ABRI dimulai sejak dimulainya era Demokrasi
erpimpin ketika tentara di Akomodasi dalam sistem politik. Yang kedua tahun 1955-
966, dari akomodasi menuju dominasi. Periode ini merupakan peralihan menuju
ominasi sosial politik oleh ABRI yang ditandai dengan munculnya Orde Baru. Yang
etiga adalah tahun 1966-1990-an, yakni dari dominasi menuju hegemoni.

Kusnanto Anggoro (1999:28) menguraikan, sejarah, doktrin, dan garis komando
1enyebabkan militer menjadi kekuatan yang cenderung reaktif, atau bahkan koservatif,
an tidak begitu akomodatif terhadap perubahan yang dituntut kalangan sipil. Tidak
wmdah mengubahnya, terutama karena memang terhadap hubungan erat antara bentuk
ncaman dan derajat keterlibatan militer dalam politik. Pengalaman transisi demokratik
i negara Amerika Latin menunjukkan bahwa demokratisasi lebih dari sekedar negoisasi
ntara sipil-militer maupun kesadaran di kalangan militer tentang gagasan demokrasi dan
emokratisasi. Hubungan yang serasi antara sipil dan militer lebih mudah dibangun di
legara-negara yang menghadapt ancaman luar yang jelas, ketika militer harus

iemusastkan perhatiannya pada upaya bela negara, dan kemampuan mereka untuk itu
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ohesif dan oleh karenanya membuka peluang bagi kalangan'ini uniuk menerapakan
mekanisme pengendalian obyektit™ (objekiif control mechanism) terhadap militer,

nisalnya dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada kalangan militer untuk

nenentukan masalah-masalah pertahanan.

Dengan 100 kursi yang diperoleh fraksi ABRI ditambah dengan kekuatan politik
jolkar yang selalu keluar sebagai pemenang dominan setiap kali pemilu dan penguasaan
riliter atas jalur birokrasi membuat militer menguasai negara dengan sempurna. Militer
remiliki pengaruh hebat dan sangat disegani dalam penentuan kebijakan negara. Militer
engan mudah melakukan dominasi dan intervensi politik yang melemahkan peran sipi-l
alam kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi sipil atas militer (Civilian
premacy upon the military) sebagai penanda mutlak demokratisasi tidak pernah terjadi.
ustru sebaliknya, yakni supremasi militer atas sfpil. Hubungan Sipil Militer terbangun
scara hié:rarkhis subordinat-superordinat, inferioritas-superioritas dan sipil diperintah
leh militer dengan otoriter dan penuh teror.

Selama orde Baru berkuasa, militer tampil menjadi penguasa dan memainkan peran
ang hegemonik di dalam segala sendi-sendi kehidupan. Menurut Cholisn (2002) dan
apahan:1994) dalam Mashudi N dan Curie M. S (2004:182) menyebutkan, militer
enempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota Golkar, dan
uduk mewakili dirinya di DPR. Misalnya, pada 1996, anggota militer yang menjadi
enteri sebanyak 12 orang dari 27 anggota kabinet dan 11 anggota militer menempati
batan strategis di departemen-departemen urusan sipil. Ditingkat daearah, pada 1968,

banyak 68% gubernur dijabat oleh anggota militer, dan 92% pada 1970. sementara,
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adonesia berasal dari anggota militer. Kemudian pada 1973, juniah militer yang
lenjadi menteri sebanyak 13 orang; sebanyak 400 anggota militer dikaryakan di tingkat
usat, dan 22 dari 27 gubernur di Indonesia di jabat oleh militer. Hingga 1982, sebanyak
9% jabatan-jabatan strategis di tingkat pusat yang berkaitan dengan persolan sipil
ijabat oleh anggota militer.

Moh. Mahfud MD (1999) menyebutkan bahwa, Orde Lama dan Orde Baru dalam

abagan politik di Indonesia sama tidak demokratisnya. Kedua rezim ini sama

toriternya. Lebih lanjut ia menyatakan, menyamakan begitu saja otoriterianisme yang
Ic‘la pada keduanya adalah kurang fair, karena otoriterisme pada kedua periode tersebut
iemang mengandung perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu antara lain: ,,

a. Pada era Orde Lama tidak ada sistem kepartaian, sedangkan pada era Orde
Baru yang hidup adalah sitem kepartaian hegemonik,

b. Tumpuan kekuatan oerde lama adalah Soekarno sebagai Presiden, sedangkan
tumpuan kekuatan Orde Baru adalah Presiden Soeharto, ABRI, GOLKAR,
dan Birokrasi.

¢. Jalan yang ditempuh Orde Lama adalah inskonstitusional, sedangkan Orde
Baru memilih justifikasi melalui cara-cara konstitusional schingga perjalanan
menuju otoriteriannya memang didasarkan pada peraturan yang secara
“formal” ada atau dibuat.

Menurut Mas’oed (1989) dalam Azca (1998:88), ciri-ciri struktural sistem politik
rde Baru menyerupai ciri-ciri model “otoriterisme-birokratik” sebagaimana yang

kemukakan oleh Guillermo O’donnell dan model “korporatisme-negara” yang
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Rezim otoriter birokratik mempunyai ciri-ciri:
1. Pemerintah dipimpin oleh militer sebagai suatu lembaga, bekerjasama dengan
para “teknokrat™ sipil,

2, la didukung oleh para “wiraswastawan” oligopolistik, yang bersama negara

bekerja sama dengan masyarakat bisnis internasional,

3. Proses pembuatan kebijaksanaannya didominasi oleh pendekatan birokratik-
teknokratik, dengan demikian menghindari proses tawar-menawar yang lama
diantara berbagai kelompok kepentingan,

4. Massa didemobilisasikan, dan

EJi

Pemerintah menggunakan berbagai tindakan represif untuk mengendalikan
oposisi.

Sesungguhnya, ada beberapa hal yang mempengaruhi kelahiran dari rezim otoriter,
rbentuknya pemerintahan otoriter bisa terjadi kapan saja, yang paling sering terjadi
dalah akibat kudeta militer terhadap pemerintahan sipil yang dianggap gagal. G.I.
lirsky (1981:332) dalam lvan A. Hadar (2004:36) menunjukkan, ada beberapa faktor
ennyebab “hilangnya legitimasi’ pemerintahan sipil:

. Berlarut-larutnya mekanisme dan njlimet-nya birokrasi yang korup dan jauh

dari kebutuhan riil masyarakat sipil;

. Berkecamuknya konflik etnik da religius dalam masyarakat yang tidak bisa

diatasi secara memuaskan oleh pemerintah;
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Guillermo A. Donnel dalam James M. Malloy (1977:47) menjelaskan Tipe baru

legara Otoriter Birokratik ternyata mengalami perluasan (expansion) vang lebih kuat,

ang tidak dapat diduga dalam perkembangan berikutnya dalam teori Negara ini.

1}

3)

4

3)

6)

Negara OB secara lebih insentif dan komprehensif memperinas bidang aktifitas
kontrolnya dan mengadakan penanganan secara langsung.

Negara OB secara dianamis dapat melaju pertumbuhannya dibandingkan dengan
kekuatan masyarakat sipil secara keseluruhan.

Negara OB melakukan penetrasi dengan cara mensubordinasikan berbagai
wilayah “private™ dari masyarakat keseluruhan.

Negara OB melakukan politik yang represif dalam pertuasan dan keampuhan

koersif yang dijalankan.

Bentuk Negara OB yang birokratis dalam formalisasi dan diferensiasi dari
strukturnya.
Keterkaitan Neagara OB dalam modal dan hutang asing, yang sangat dipertukan

dalam ekspansi industrialiasasi.

Semasa Orde Baru pemerintah melakukan kebijakan untuk mendorong laju

erekonomian. Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi pemerintah kemudian

engundang investor Inar negeri dalam bentuk investasi. Pada 1 Januvari 1967 Undang-

ndang Penanaman Modal Asing (UU PMA), dan pada tanggal 3 Juli 1968 Undang-

ndang Penananman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) di ratifikasi. Investor asing

emudian berdatangan, dan IMF mengucurkan dana dalam bentuk hutang untuk modal

embanguan. Satu hal yang periu diasadari adalah, para investor itu meminta jaminan

-
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arus menciptakan dan menjamin stabilitas keamanan ekonomi-politik. Dengan bantuan

tiliter, dan teknokrat sipil Negara kemudian mejadi represif dan otoriter kepada

1asyarakatnya sendiri.

Babagan sejarah baru kehidupan politik yang demokratis di Indonesia sendiri baru
:rimu]ai saat bulan Mei 1998 vang lalu, saat rezim otoriter dibawah };épemimpinan
oeharto tumbang. Sebenarnya, Indonesia pernah mengalami kehidupan pd[itik yang
angat demokratis, yakni saat diselenggarakan Pemilu pada tahun 1955, Namun akibat
ari instabiliatas politik akibat konflik partai politik dan agresi militer Belanda yang
engakibatkan jatuh-bangunnya kabinet (kabinet Amir Syrifudin misalnya), Soekarno
emudian memilih sistem presidensial sebagi jawaban atas solusi konflik yang berlarut.

Menurut Harorld Crouch (2002:91) prakondisi yang menentukan runtuhnya rezim
ocharto adalah krisis moneter Asia yang menyebar dari Thailand di paruh kedua
hun1997 menentukan kejatuhan rezim Soeharto. Namun, penderitaan akibat krisis itu
Jak sama di tiap Negara. Penyebab kegagalan pemerimah Indonesia untuk mengatasi
isis tersebut secara luas ditudingkan pada struktur Negara yang membuat Indonesia
lak mampu merespon tekanan-tekanan rakyat agar reformasi dilakukan. Di antara krisis
n tekanan rakyat, Presiden Soeharto sendiri justru tampak lebih berupaya melindungi
k istimewa keluarganya dan jaringan patronase yang menjadai landasan rezimnya
ripada menyodorkan langkah-langkah untuk membatasi keruntuhan ekonomyi akibat
isis tersebut.

Tuntutan reformasi sistem pemerintahan dan sistem politik semakin kecang seiring

jatuhan rezim ini. Salah satu tuntutan yang pokok dari gerakan reformasi adalah
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lari anggapan bahwa ABRI (TNI saat ini) adalah penghambat bagi lahirnya demokrasi.
Vatak dan sifatnya yang komondoistik dalam hierarkis militer melahirkan karakter yang
inti terhadap tumbuh berkembangnya demokrasi.

Seiring dengan demokratisasi di Indonesia tuntutan reformasi militer-pun semakin
cuat. Untuk merespon tuntutan reformasi Markas Besar TNI mengeluarkan konsep barn
itau paradigma baru, yakni redefenisi, reposisi, dan reaktualisasi peran militer dalam
:ehidupan berbangsa. Paradigma baru tersebut adalah militer tidak selalu didepan, tidak
agi menduduki tetapi mempengaruhi, tidak lagi mempengaruhi secara langsung, tetapi

idak langsung, dan siap membagi peran dengan sipil dalam pengambilan policy. Klaim

|:oIitik militer tidak lagi sebagai stabilisator dan dinamisator. Untuk menindaklanjuti ini
|nisalnya, Markas Besar TNI pada tahun 1999 menghapus jabatan Kepala Staf Sosial
‘olittk dan mengubahnya menjadi Kepala Staf Teritorial. fielain itu juga adanya
;)emisahan antara TNI dan Polri yang dulunya satu induk/institusi ABRI,
| Meski TNI telah mereformasi diri banyak kalangan yaag masilt pesimis. Reformasi
nternal TNI-POLRI dianggap sckedar pemanis perjalanan transisisi demokrasi di
ndonesia, dan tidak menyentuh substansi persoalan, yakni militer sebagai subordinatnya
ipil sebagai perwujudan supremasi sipil.

Demiliterisasi atan penarikan diri dari panggung politik sangat tergantung pada
mnanya rezim berkuasa (rezim militer), tingkat keterlibatan militer dalam pemerintahan,
esolidan dam lain sebagainya. Masa transisi demokrasi tidak selalu berjalan dengan

wlus seperti yang kita harapkan. Fase transisi membawa dua kemungkinan, yakni

embali pada oforitarianisme atau menuju pada tatanan yang lebih demokratis. Untuk
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konsolidasi demokrasi). Demiliterisasi merupakan pengelnaran militer dari peran-peran

lon-militer dan meletakkan peran militer dalam bidang pertahanan dan keamanan

|;emata. Demiliterisasi akan mengakhiri dominasi dan intervensi militer dalam politik,
nengakhiri rezim oforitarian yang didominasi militer dan menetapkan rezim demokratis
:Ii bawah supremasi sipil.

Proses demiliterisasi Negara sendiri dipengaruhi atau tergantung pada dua faktor
tama. Pertama, dari diri militer yakni kesediaan militer untuk menyerahkan
ekuasaannya, kemampuan militer untuk mempertahankan kekuasaannya dan
ebagainya. Yang kedua dari sipil, yakni dari sipil yang meliputi strategi demiliterisasi
ang digunakan sipil, gerakan-gerakan oposisi yang dilakukan sipil, kapasitas dan
apabiltas pemimpim sipil dan sebagainya.

Demokrasi merupakan sistem politik yang dianggap banyak kalangan sebagai sistem
olitik yang mampu bertahan hingga kini. Usia demokrasi sendiri hampir bisa dibilang

ama tuanya dengan usia peradaban manusia. Namun hingga kini demokrasi dinggap

l
>sep yang paling bagus untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan, yakni sistem yang
langgap mampu mengatasi hantaman krisis, baik ekonomi, politik, soasial maupun
udaya.

Demokarasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatn bentuk pemerintahan dari
wkyat, untuk rakyal, dan oleh rakyat dimana otoritas tertinggi dipegang oleh rakyat.
eputusan yang menyangkut kemaslahatan umat dibuat atas dasar mayoritas,

Dalam sistem demokrasi ini mayarakat/rakyat diberi keluasan wuntuk menyurakan hak

k politiknya dengan bebas dan tanpa paksaan dari siapapun. Rakyat mempunyai hak
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kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, serta mendapatkan perlindungan yang

sama dalam bidang hukum,

Pemerintahan demokrasi sangat menjunjung tinggi supremasi sipil, dimana

pengendali roda pemerintahan adalah elit sipil yang dihasilkan dari pemil yang
Jemokratis. Supremasi sipil tidak akan pernah terwujud selama militer tetap
nendominasi dan menjajah hak-hak sipil serta melakukan intervensi politik. Untuk itu
eran-peran  non-militer  yang dijalankan militer harus segera diakhiri dengan
lemiliterisasi. Demiliterisasi bukan hanya agenda reformasi Indonesia, melainkan
nerupakan proyek besar bagi negara-negara dunia yang menghendaki supremasi sipil dan
lemokratisasi, Bahkan bagi negara-negara transisional pasca rezim otoritarian yang
lipandegani militer, sebagaimana Indonesia, demiliterisasi menjadi agenda utamanya.
Supremasi sipil berarti menempatkan militer sebagai sabordinatnya sipil. Dalam
nodel supremasi sipil segala penentuan kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan
likelola oleh sipil tanpa intervensi dari pihak militer. Termasuk liebijakam pertahanan dan
camanan militer hanya berhak memberikan maéukan. Sedangkan penentu keputusannya
etap pemerintahan sipil dan militer harus ine]aksanakannya meskipun keputusan yang
ihasilkan bertentangan dengan pendapatnya. Dalam hal ini militer hanya memainkan
eran sebagai staf pemerintahan sipil. Suprellnasi sipil bukan berarti meremehkan peran
niliter. Sipil tetap menghargai dan menghormati profesionalitas militer dan tetap

esponsif dan respek terhadap keadaan militer. Meskipun sebagai penentu kebijakan sipil

dak berhak mencampuri kebijakan-kebijakan internal militer. Seperti kebijakan dalam
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Intervensi militer dalam berbagai bidang inilah yang sering menimbulkan masalah
<etika sipil mengambil pemerintahan. Militer yang sebelumnya mempunyai kekuasaan
uas tidak akan menyerahkan begitu saja kekuasaannya kepada otoritas sipil. Akan tetapi,
begitn besarnya peran militer di Indonesia sehingga istilah "intervensi" tampak teramat
sederhana dan tidak dapat mencerminkan besamya skala dan cakupan peran militer
fersebut. Pada sisi lain, baik pada Orde Baru maupun Orde Lama, para politisi cenderung
memanfaatkan militer untuk kepentingan politik. Untuk mendorong demokratisasi
hubungan stpil-militer harus dirumuskan, artinya supremasi sipil ditegakkan. Akan tetapi

kalangan sipil juga harus bertekad menghindari penggunaan militer untuk kepentingan

politik,

Peran militer yang hegemonik ini pada akhirnya menumpulkan potensi kekuatan sipil
yang otonom dan mandiri. Hal ini dikarenakan tindakan represif terhadap
|

kekuatan/organisasi yang bersifat kritis terhadap kebijakan pemerintah. Organisasi yang

kritis distigmakan sebagai PK1, berbuat makar, dan mengganggu stabilitas Negara.

Setidaknya terdapat tiga peran militer pada masa Orde Bariu yang berakibat buruk
Ibagi kehidupan demokarasi. Pertama, militer mencmimti Jjabatan-jabatan politis seperti
menteri, gubernur, bupati, anggota golkar, dan duduk mewakili dirinya di DPR. Kedua,
militer menghegemoni kekuoatan-kekuatan sipil. Sebagai contohnya adalah pada bulan
Maret 1997, Kassospol ABRI Letjen Syarwan Hamid mengumpulkan guru besar dari
selurub Indonesia di bogor untuk memberikan informasi mengenai bahaya Partai Rakyat
Demokratik (PRD) dan bangkitnya komunisme baru. PRD diasosiasikan oleh rezim

militer sebagai metamorfosa dari PKI dan menjadi dalang dalam kerusuhan 27 Juli 1996.
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kasus yang melibatkan militer sebagi pelakunya, diantaranya adalah; pembunuhan
lerhadap ratusan ribu anggota .PKI tanpa proses pengadilan di tahun 1966-1971,

pembunuban massal terhadap kelompok islam di Tanjung Priok pada tahun 1994,

penculikan aktivis pro-demokrasi, dan masih banyak lagi serentetan peristiwa yang tidak
Iterungkap.

Demiliterisasi atau penarikan diri dari panggung politik membuka peluang bagi
kelahiran demokrasi dan kekuatan civil (éivil sociefy) yang kuat. Militer tidak lagi
mempunyai peranan yang dominan dalam ranah politik, meski dalam beberapa hal masih
menguasai sektor-sektor ekonomi-politik. Hal ini diakibatkan karena system politik tidak
agi otoriter dan kehidupan politik lebih demokratis dibanding dengan masa Orde Baru.
Ruang demokrasi dibuka selebar-lebarnya tanpa adanya lagi tindakan represif dalam
berorganisasi dan menyampaikan pendapat yang diatur dalam undang-undang. Dalam
catatan Muhamad AS. Hikam (1996:206) disebutkan, menjamurnya partai politik, ormas,
[SM yang semasa Orde Baru mencapai lebih dari 10.000-an terus meningkat seiring
demokratisasi yang sedang berlangsung, pemilihan presiden secara lJangsung yang diikuti
semilihan kepala daecrah menjadi satu indikator bagi perkembangan dan penguatan civil
society.

Deskripsi diatas menujukkan bagaimana dominannya peranan militer dalam ranah
volitik, Akibatnya, membawa Indonesia pada lumpur otoriterianisme. Demokrasi tidak
serkembang secara maksiamal, yang terjadi justru sebaliknya teror, mtimidasi terhadap

warga masyarakat dan organisasi yang berlawanan dengan pemerintah. Civil society
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yang seharusnya menjadi awal kultir pengembangan deriokrasi dan memibihara kultur

lemokratik tidak terlaksana sebagimana mestinya.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena di atas, maka pokok permasalahannya dapat du’umuskan
2bagai berikut:

Bagaimang reigsi demiliterisasi terhadap penguaran civil society pasca jatuhnyq

Zimt Orde Bary d: Indanarm’

Kerangka Teori

Kerangka adalah garis besar suaty gejala atau kejadian yang akan dimuoat dalam
oran lengkap dgp‘resmi. Teori adalah sekumpulan gasasan, pendapat, asumsi, dan
usun secara sist.em’latis yang dikemukakan sebagai ketgrangan mengenai suatu fakia
ristiwa atau kejadia-n)idan disusun secara sistematis. Fransisco Budi Hardiaman
04:4)  menyebutkan, fteori berasa] dari bahasa Yunani theorea, yakni tradisj
pamaan kebudayaan Yunam Kuno. Teori biasanya telah diuji kebenaran dan

ahthannya,

Jadi, kerangka teori adalah dasar {acuan) pemikiran atau sckumpulan konsep untuk
lerangkan snatu peristiwa (kejadian). Kerangka teori: menggambarkan serangkaian
¢p menjadi satu penjelasan - yang menunjukkan. bagaimang konsep-konsep -itu

ubungan.
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Menurut Koentjoroningrat (1991:11) teori merupakan pernyataan mengenai sebab
akibat dan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti

dengan satu atau beberapa faktor tertentu.

Sedang Masri Singarimbun (1989:37) mendefinisikan teori sebagai serangakaian
asumsi, konsep dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial sistemtis dengan
cara merumuskan hubungan antara konsep. Dengan kata lain teori adalah sarana untuk
menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial atau alam, dan dalam penelitian

ni akan digunakan beberapa teori sebagai kerangka pemikiran, teori- teori tersebut

adalah:

1. Militer dan Politik

Sepanjang 1950-an , militer umumnya dilihat sebagai kekuatan reaksioner,
ckonomis konsevatif, dan pendukung status quo, serta sepenuhnya tidak memiliki
kompentensi dalam bidang teknis birokratis (Bienen 1983:3)

Pada Seminar Nasional “Mencari Format Baru Hubungan Sipil-Militer
Indonesia” yang diselenggarakan.-“o]eh Jurusan Ilmu Politik, FISIP UI, Depok, 25 Mej
1999, Mohtar Mas’oed menguraikan, militer adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan ketentaraan atau kekuatan angkatan bersenjata suatu negara. Mas’oed
menjelaskan bahwa, reformasi tentara demi demokratisasi mesti dimulai dengan
pembahasan mengenai hak prerogatif vang dimiliki kaum militer selama ini. Secara

umum, militer sebagai lembaga memiliki hak prerogatif yang bisa digolongkan ke
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mempertahankan kendali atas keputusan yang berkaitan dengan organisasi internal
(seperti, anggaran, penugasan, penetapan misi), Kedua, peran tentara dalam proses
politik kenegaraan.

Seperti profesi dokter, pengacara dan lain sebagainya yang mempunyai tingkat
spesialisasi yang berbeda, perwira modem adalah perwira yang profesioanal. Profesi
sendiri penulis definisikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan
keahlian tertentu. Keahlian dapat ini dapat diperoleh melalui pendidikan yang tinggi
dan pengalaman. Menurut Harold Lasswell dalam Hutington (2003:8) keahlian utama
militer adalah manajemen kekerasan. Fungsi kekuatan militer adalah keberhasilan
dalam pertempuran senjata. Tugas perwira itu sendiri ni]c]iputi: 1. Pengaturan,
perlengkapan, dan pelatihan angkatan bersenjata, 2. Perencanaan kegiatannya; 3.
Pengarahan kegiatan operasinya di dalam dan di Juar pertempuran.

Agar tercipta profesionalisme militer dibutulikan kontrol sipil yang kuat. Hal ini
beguna untuk meminimalisir kekuasaan militer yang dominan dalam ranah politik
yang menjadi otoritas sipil.

Hutington juga menyebutkan bahwa, untuk meminimalkan kekuasaan militer
secara umum ada dua jawaban besar. Pertama, Kontrol sipil secara subjektif, yakni
dengan memaksimalkan kekuasaan sipil. Hal ini merupakan cara yang paling
sederhana dalam meminimalkan kekuasaan militer dengan memaksimalkan
kekuasaan kelompok sipil dalam hubungannya dengan militer. Dalam
manisfestasinya sepanjang sejarah, kontrol yang subyektif telah diidentifikasikan

dengan memaksimalkan kekuasaaan institusi pemerintah tertentu, kelas-kelas sosial,
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dengan memaksimalakan profesionalisme militer. Lebih tepatnya adalah pembagian
kekuasaan politik diantara militer dan kelompok-kelompok sipil untuk menciptakan
situasi kondusif bagi munculnya sikap dan perilaku profesional diantara para anggota
' korp perwira.

Pemahaman tentang profesionalisme mungkin dapat dikelompokkan antara
mereka yang menganut pengertian tradisionalis atau modernis. Kaum tradisionalis,
yang sebagian besar berasal dari lingkungan kekuasaan, cenderung menafsirkan
pemikiran-pemikiran yang pernah dikemukakan sebelumnya, khususnya babwa
“kemampuan segenap personil militer untuk mengamankan negara dan mencapai
tujuan nasional. Mereka ingin mempertahankan keterlibatan militer dalam politik,
termasuk dengan meningkatkan profesionalisme dalam bidang manajemen
pemerintahan, ekonomi dan sosial. Kalangan modernis memberi dimensi yang lebih
terbatas pada fungsi pertahanan, beranggapan bahwa keterlibatan dalam politik justru
akan mengurangi profesionalisme militer.

Keterlibatn militer dalam politik sudah tua usianya, yakni sejak pengawal-
pengawal pretorian kerajaan Roma yang dibentuk sebagi unit satu unit tentara khusus
maharaja melakukan sebuzh kudeta dan menguasai pemilahan pemilu. Pretorianisme
yang dimaksud adalah sebuah situasi dimana tentara (angkatan bersenjata) tampil
sebagai actor politik utama yang sangat dominant yang secara langsung menggunakan
kekuasaan mereka.

Di beberapa negara (terutama negara yang sedang berkembang) pengaruh

angkatan bersenjata sangat luas. Angkatan bersenjata seringkali diindentikkan dengan

)
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baik yang berasal dari luar ataupun dari dalam, di samping prestise, tanggung jawwab
dan sumber-sumber material yang diperlukan guna melaksanakan tugas tersebut.
Keterlibatan mereka dalam ranah politik biasanya dengan mengandalkan kekuasaan
mereka atas prajurit bersenjata, tank dan kapal terbang guna mempengaruhi
keputusan pemerintahan ataupun menguasai pemerintahan sendiri.

Eric A. Nordlinger (1990:33-41) mengklasifikasikan campaur tangan/intervensi
militer dalam politik menjadi tiga macam. Pertama adalah moderator pretorian.
Moderator praetorian menggunakan hak veto atas keputusan pemernntahan dan
politik, tanpa menguasai pemerintahan itu sendiri. Walaupun pihak sipil yang
memermmtah, tetapi kekuasaan mereka diawasi oleh militer yang tidak ak-an
meneriama supremasi penuh pihak sipil. “Moderator’ praetorian ini bertindak sebagai
kelompok yang berpengaruh dan terlibata dalam politik. Dalam hubungan mereka
dengan pemimpin sipil, kadangkala mereka mengancam akan melakukan kudeta. Jika
perlu, mereka akan mengadakan satu kudeta penggantian dimana sebuah
pemerintahan djguJingkah dan digantikan oleh sekelompok orang sipil Jainnya yang
dapat dikuasai dan diterima oleh militer.

Kedua adalah pengawal pretorian. Setelah pengawal pretorian menggulingkan
sebuah pemerintahan sipil, umumnya mereka sendiri akan memegang tampuk
pemerintahan untuk periode hingga dua hingga empat tahun. Berhubungan dengan
tujuan-tujuan pemerintah, mereka biasanya tidak berbeda dari moderator pretorian
yang mgin menghalangi perubahan politik dan mempertahankan peraturan politik.

Hanya pengawal pretorian yang merasa yakin bahwa sasaran tersebut Iebih mudah
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pada umumnya agak enggan untuk menguasai pemerintahan itu sendiri. Pengawal
preorian berbuat demikian sebagian disebabkan kepercayaan bahwa tidak ada pilihan
lain karena tidak adanya satu golongan elit yang dapat mempertahankan status quo
politik dan ekonomi, atau tanpa kudeta, kekuasaan akan berpindah ke tangan elit
politk yang mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan pihak militer.

Yang terakhir adalah penguasa pretorian. Penguasa pretoiiau ini jarang ditemukan
bila dibanding dengan moderator pretorian dan pengawas pretorian. Diperkirakan,
Jumlah kasusnya tidak lebih dari 10 persen dari semua kasus campur tangan militer,
Tetapi kekuasaan yang luas serta cita-cita politik dan ekonomi yang tinggi membuat
mereka menjadi bagian penting dalam kajian mengenai pretorianisme ini, Kalu
disbanding dengan rekan-rekan pengawas mereka, penguasa pretorian bukan saja
menguasai pemerintahan, tetapi juga mendominasi rezim tersebut, dan kadang kala
coba menguasai sebagaian besar kehidupan politik ekonomi dan social ‘melalaui
pembentukan struktur yang bermobilisasi. Tujuan dan ekonomi penguasa Pretoria
adalah sangat tinggi, hingga kadangkala mereka mengangpap dirinya sebagai
golongan modernisasai yang radikal atau revolusioner.

Kusnanto Anggoro (1999:17-18) menjelaskan, dalam pengertian elit militer,
demokratisasi itu tidak lebilt dari segenap usaha untuk membangun sebuah usaha
unrtuk membangun sebuah sistem “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.
Gagasan reformasi politik yang paling penting oleh karenanya adalah mengatur
kembali hubungan antara “rakyat™ (the society) dan “negara” (the state) dalam sebuah

masyarakat negara, atau dalam istilah Aristotelian, polity. Dalam sistem demokrasi,
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dan kelompok. Selain itu negara menjamin pluralisme menyeluruh bagi masyarakat
sipil dan partai politik, menyelenggarakan peradilan yang bebas, dan menyediakan
lembaga kontrol untuk akuntabilitas publiknya. Dalam hubungan itu harus ada ruang
untuk membatasi kekunasaan negara, misalnya dengan perimbangan kekuasaan
(checks and balances), antara lembaga-lembaga negara. Pada saat yang sama,
hubungan itu juga menjamin hak-hak rakyat, baik partisipasi yangﬁsdilakukan melalui

“masyarakat politik” (political society) maupun masyarakat madani (civil society).

2. Demiliterisasi

Demiliterisasi atau penarikan diri dari panggung politik dan sangat tergantung
pada lamanya rézim berkuasa (rezim militer), tingkat keterlibatan militer dalam
pemerintahan, kesolidan dan lain sebagainya.

Stepan (1988) dalam Talukder Maniruzzaman mengemukakan definisi tentang
demiliterisasi yaitu : “Military withdrawal from politics means the return of the
intervening army fto the military barrack with the military playing only the
instrumental rule leaving the civilian political leadership in an unfettered position to
determine political goals and make all decision and decesive consequence for the
state”

Menurut Ulf Sundhausen dalam Abdurahman Wahid, et all (1999) demiliterisasi
dapat dilakukan di svatn negara maka terdapat beberapa syarat yang harus
diperhatikan: |

a) Seluruh faksi dalam militer yang mampu melakukan aksi politik sepihak
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militer terdapat kecenderungan bahwa didalam institusi militer terjadi
faksionalisme sehingga membagi militer menjadi faksi keras, faksi lunak,
faksi moderat, faksi konvensional dan lain-lain. Sg-alah satu syarat mutlak
demiﬁterisasi adalah adanya kesafuan pendapat di dalam militer unfik
menyerahkan kekuasaan kembali kepada sipil.

b) Harus terjaminnya kepentingan-kepentingan yang dianggap pemimpin rezim
militer sebagai hal yang esensial seperti otonomi militer, jaminan
kesejahteraan dan terutama perlindungan secara fisik keselamatan pimpinan
rezim,

¢) Rezim sipil pengganti harus meghindari pemotongan anggaran pertahanan
secara drastis sebab jika hal ini dilakukan maka akan menyebabkan militer
menganggap sipil telah berusaha menentang militer.

d) Pimpinan militer melihat bahwa pemerintahan sipil yang ada merupakan
alternatif politik yang dapat terus bertahan maksudnya adalah rezim-militer
harus diyakinkan bahwa }(eberadaan elit-elit sipil tidak hanya menyiapkan
Jamunan bagi kepentingan pribadi atau kelompoknya saja tetapi sipil harus
kelihatan mampu menciptakan pemerintahan yang stabil.

Pembagian otonomi yang jelas tersebut mempakan produk tawar menawar militer

akan bersedra untuk memberikan semua kekuasaan yang dimiliki dalam negara
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3. Civil Society

Hingga kini perdebadatan mengenai civil society masil) hangat diperdebatkan.
Kebanyakan inte)ektual menngartikan  civil  society sebagai masyarakat sipil.
Masyarakat ci?il yang dimaksud adalah masyarakat berperadaban. Cjvi sociely
seringkali dipadankan atau disama-artikan dengan masyarakat madani.

Menurut T.A Legowo (I 999:76) civil society merujuk sebenarnya pada sebuah
domain interaksi sosial diantara political society dan economic society. Sebagai
domain interaksi sosial, civil socicty tidak bertujuan menguasai dan mengontrol
(manage) kekuasaan politik dan atay proses ekonomi yang secara berturut-turut
menjadi domain political society dan economic society. Tetapi tidak berarti bahwa
antara civil society, political dan economic society tidak ada hubungan sama sekali.
Hubungan diantara mereka terletak pada peran civil society sebagai pressure group
untuk mempengaruhi proses-proses politk dan ekonomi. Hubt:;gan antara civif
society dan political dan economic society bisa bér]angsung amagonisstik pada saat
political dan economic society gagal memainkan peran dan fungsi mereka sebagai
mediating agents dari civil sociely dalam proses-proses politik dan ekonomi.
Kegagalan ini biasanya menarik civif sociely untuk terlibat langsung dalam proses-
proses politik dan ekonomi.

Bagi Muhammad Wahyuning Nafis masyarakat sipil sebenarnya lebih tepat
diartikan sebagai masyarakat berperadaban. Sebab kata civil (dari civilization) artin;/a
peradaban — yang dalam bahasa Arab dinyatakan dengan katat-kata madaniyyah atau

tamddun. Para sejarahwan sering mendefinisikan Negara “Madinah”nya Nabi
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‘ciptaan’ Nabi itu disebut demikian karena memiliki cirri-ciri, paling tidak, empat hal.
Pertama, egalitarianis. Prinsip egalitarianisme adalah memandang derajat manusia
sama, Kedua, pemberian penghargaan kepada seseorang berdasarkan prestasi, bukan
prestise, semiga] keturunan, kesukuan, ras dan yang sejenisnya. Kefiga, adanya
keterbukaan untuk berpartisipasi bagi selurub anggota masyarakat. Kondisi politik
yang penuh keterbukaan ini juga sangat penting, karena dengan prinsip keterbukaan
ini setiap warga Negara bisa urun rembuk, menyalurkan masing-masing aspirasinya
kepada pihak penguasa yang menjadi wakilnya untuk membangun kehidupan
bemegara yang lebih maju dan sejahtera. Keempat, penentuan kepemimpinan melalui
pemilihan. Ciri keempat ini menjadi semacam dasar dari suatu masyarakat yang
demokratis. Dengan sistem pemilthan ini, secara logis hanya orang yang
pendukungnya lebih banyak yang bisa berhasil terpilih menjadi seorang pemimpin.
(Republika, Sabtu, 15 Maret 1997)

Civil society menurut de’Tocqueville adalah wilayah-wilayah kehidupan sosizﬁ
yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain; kesukarelaan (voluntary),
keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian
tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-
nilai hukum yang ditkuti warganya. Sebagai sebuah ruang politik, civil society adalah
suatu wilayah adalah swatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaky,
tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkukukung kehidupan oleh kondisi kehidupan

material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di
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temapat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga
masyarakat. (Moh. AS. Hikam;1996:3)

Menurut Esenatd dalam Lipset (1995:240), civil society adalah scbuah masyarakat
(individual mz;uplln kelompok) dalam negara, yang mampu berinteraksi dengan
negara secara independen. Masyarakat yang dimaksud memiliki komponen tertentu
sebagai syarat adanya civil society, yaitu otonomi, akses masyarakat terhadap
lembaga negara, arena publik yang bersifat otonom, dan arena publik tersebut terbuka
bagi semua lapisan masyarakat.

Menurut Mohtar Mas’oed ada tiga konsepsi tentang civil society. Pertama, Model
Eropa Timur. Model ini menekankan bagaimana civil society menentang menentang
Negara; paling tidak, berusaha membatasi aparat negara yang otoriter dan dominan.
Jadi, civil society menentang Negara dan berusaha membuat Negara menjadi tidak
relevan bagi kehidupan sehari-hari warga Negara.

Yang kedua adalah model Bank Dunia. Dalam model i civil society berperan
sebagai sarana untuk memangkas peran negara. Civil sociely yang berkembang harus
mengambil alih beberapa peran social dan cultural negara, seperti perlindungan, dan
pengembangan kehidupan beragama, kesenian, keluarga, dan pendidikan. Konsepsi
civil society yang mengerjakan tugas yang tidak dikerjakan oleh pemerintah ini sesuai
dengan gagasan neo-konservatif yang menolak demokrasi model sosial welfare (yang
mengutamakan peran pemerintah) dan mendukung peran negara yang minimal. Lebih

lanjut Mohtar mengatakan, civil sociefy yang memperjuangkan minimalisasi peran



Ketiga adalah model Pluralis, yakni civil sociery sebagai sarana mengembangkan
demokrasi dan memelihara kultur demokratik. Civil society merupakan inti kultur
politik, yang esensial bagi sosialisasi warganegara, Civil society berperan sebagai
sdrana penjamiq stabilitas demokrasi, pencegah dominasi satu kelompok terhadap
yang lain, penggalang individu untuk bekerjasama. Civil society tidak berupaya
menentang negara. Pengwrangan peran Negara bukan tujuan utama. Yang pokok
.adalah membuat negara lebih bertanggungjawab secara demokratis kepada rakyatnya
dan menggalakkan partisipasi masyarakat seluas mungkin dalam proses governance.
Civil society tidak sama dengan dan tidak didominasi oleh kelas menengah. Civil
sociely adalah fenomena pluralis, menggalakkan partisipasi oleh semua warga tanpa
pandang ras, etnik, umur, gender, dan status ekonomi.

Ada beberapa syarat civil society dapat berkembang. Civil society hanya bisa
berkembang jika memuat/komponen-komponen berikut;

» Otonom dari pengaruh negara

¢ Adanya akses bagi berbagi sector masayarakat ke dalam badan-badan

penyelenggara negara dan komitemen mereka pada komunitas politik dan aturan
main negara.

¢ Berkembangnya berbagai arena publik yang otonom dan yz;ng didalamnya

berbagai asosiasi bisa mengatur kegiatan mereka sendiri dan mengurus anggota
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* Berbagi arena itu harus bisa diamasuki oleh semua warga negara dan terbuka

untuk diperdebatkan, tidak terkukung dalam lingkungan yang eksklusif dan

rahasia.

Lebih lanjut Mas’oed menyebutkan ada beberapa alasan mengapa menggalakkan civil

society. Pertama berdasarkan kacamata pemerintah:

1.

Pengembangan nation-building.
Argumen Ini berdasar pada warga yang aktif melibatkan diri dalam
komunitas dan ikut serta menangani isyu-isyu nasional bisa membangun

ikatan-ikatan sesama warga dan kesetiaannya pada tanah air.

. Membantu desentralisasi dan otonomi pemerintahan daerah

Desentralisasi fungsi-fungsi pemerintahan tertentu ke lembaga-lembaga
tingkat daerah memerlukan ‘civil society” yang aktif dan partisipatori.
Pengpalakan ‘civil society’ memungkinkan ‘sense of self-governace’ dan
‘sense responbility’ yang lebil besar di pihak masyarakat. Yaitu warga
setempat harus bertanggung jawab untuk menyelesatkan isyu-isyu lokal dan
membentuk komunitas lokal mereka sendiri.

Membantu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, pendidikan,
dan jasa lain.

Menolak gagasan negara kesejahteraan yang mengntamakan peran
pemerintah. negara hanya menyediakan jaring-pengaman sosial minimal,
dalam bentuk program kesejahteraan sosial, kesehatan, dan semacamnya.

Ketika pemerintah mengunduwrkan diri dari berbagai kegiatn sosial itn,
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mengambil-alih peran tersebut. Misalnya, dalam hal pendidikan, masyarakat
diharapkan memberi sumbangan lebih besar, antara lain privatisasi sekolah.
Ringkasnya, ‘civil society’ berfungsi ‘suplemenntary’, yaitu menggantikan
fungsi negara.

Jadi, menurut pemerintah, civil society’ merupakan sarana ‘nation building” untuk
membuat agar warga masyarakat mengambil tanggungjawab lebih besar dalam
menangani persoalan Jokal dan menyediakan layanan kesejahteraan sosial suplementer.

Yang kedua, berdasarkan kacamata aktivis non-pemerintah pejuang demokrasi:

1. Menanggapi tuntutan warga berpendidikan tinggi
Mengingat bahwa warga masyarakat semakin terdidik dan semakin banyak
mengajukan tustutan, pemerintah merasa perlu melakukan penyesuain tanpa
merubah system politik yang berlaku, Yaitu dengan melakukan konsaltasi
dan menyerukan ‘civil society’. Penyesuaian ini lebilh banyak dimaksud
sebagai upaya memperoleh legitimasi melalui perbaikan proses
pemerintahan (‘legitimacy of ‘process’) untuk mendukung pencarian
legitimasi melalui prestasi pembangunan (“political legitimacy based on
performance). Karena itu, penggalakan “civil society’, ini tidak akan banyak
merubah keadaan.

2. Mengembangkan partisipasi dan memperkuat demokrasi
‘Civil society’ berfungsi mendukung demokrasi, bukan hanya wuntuk
mendukung kaum elit, tetapi unfuk segenap warganegara. ‘Civil society’

merupakan ekperimen untuk menciptakan hubungan antar-warga, sehingga
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menyumbangkan gagasan dan usulan kebijakan. Para pemimpin Ornop
menyatakan bahwa pemerintah tidak punya momnopoli atas kebijaksanaan
dan kearifan, karena itu partisipasi “civil society’ yang lebih besar akan
memperbaiki mutu kebijakan public. Tetapi para pemimpin lain khawatir
bahwa ‘civil society’ bisa menjadi sarana melemahkan oposisi politik,
terutama melalui lembaga-lembaga non-partisan’.

Jadi, menurut para pemimpin organisasi non-pemerintah (Ornop), “civil society’
nerupakan sarana untuk mengembangkan kultur politik demokratik yang lebih dewasa,
lengan warganegara yang lebih aktif berpartisipasi, dengan pemerintah yang lebih
anyak konsultasi dengan rakyat sebelum membuat keputusan, dan dengan proses
governance’ yang memiliki legitimasi lebih banyak.

Menurat Habermas dalam Bahtiar Alam kehidapan sosial terdiri dari doa dimensi,
aitu sistem dan lifeworld. System adalah wilayah kehidupan yang diintegrasikan oleh
byek tertentu, terdiri dari wilayah politik (polity) dan wilayah ekonomi (economy).
Yoyek yang mendorong tindakan-tindakan sosial di wilayah politik adalah kekuasaan
vower), sedangkan diwilayah ekonomi adalah uang (money). Sebaliknya - civil society
lerupakan bagian dari lifeworld, yaitu wilayah kehidupan diamana tindakan-tindakan
osial warganya tidak didorong oleh hasrat untuk mengakwnulasi kekuasaan atau uang,
ipi oleh nilaj dasar yang muncul dalam kehidupan social seperti keadilan, kebenaran
ebaitkan dan sebagainya. Diwilayah lifeorld inilah menurut Habermas tercipta suatu
lang publik (public sphere) diamana para warga dapat mengekspresikan nilai-nilai

rsebut secara bebas melalui institosi social yang terbentuk, yaitu civil society.
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olitik dan ekonomi, dia seringkali dipengaruhi oleh kedua system tersebut. Inilah yang
linamakan kolonisasi civil society, keadaan diamana vitalitas civil society digerogoti oleh
ystem politik dan ekonomi. (KKompas, Sabtu, 20 Agustus 2005)

Menurut Ben Ager (2003:188-189) Habermas mengemukakan perubahan dari
‘paradigma kesadaran”, yang menyetujui dualitas. Barat atas subyek dan obyek, ke
paradigma  komunikasi”. Paradigma komunikasi ini mengkonseptualisasikan
)engetahuan dan praktik bukan “dalam hal dualitas antara subyek dan obyek-yang
nenurut Habermas hanya dapat dipecﬂ&an melalui kesadaran idealis murni (terbang dari
lunia) atau dengan dominasi-namun melalui satu rekonseptualisasi subyek sebagai
ntersubyektif yang inhern. Subyek intersubyektit memiliki kapasitas primer bagi
comunikasi, bukan hanya kerja. Kalau kita kemabali ke kritik Habermas pada Marx, kita
kan menemukan bahwa dia percaya hanya dengan refleksi diri dan komunikasi orang
lapat benar-benar mengkontrol nasib mereka dan merestrukturisaasi masyarakat secara
nanusiawi,

Kusnato Anggoro (1999:21) menyebutkan, dalam sistem demokratik, masyarakat
nadani (civil society) memainkan peranan yang sama pentingnya dengan, dan tidak
epenuhnya dapt digantikan oleh, masyarakat politik (political society). Istilah yang
lisebut belakangan, masyarakat politik, dimengerti sebagai arena perjuangan masyarakat
mtuk menyatakan dan memperjuangakan kepentingan itu melalaui persaingan untuk
nenguasai keknasaan pemerintah dan birokrasi Negara. masyarakat madani adalah arena
erbagai gerakan sosial menyatakan kepentingan mereka tanpa keharusan untuk terlibat

ecara langsung dalam proses politik elektoral. Mereka yang terlibat dalam masyarakat
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osiasi sosial berlandaskan pada kepentingan profesi, regionalis, kultural, dan sosial.
edemokrasian suatu tatanan sosial mempersyaratkan system berbangsa dan bernegara
olity) di mana pemerintab bergungsi untuk mewujudkan kepentingan raktat dengan
embuka akuntabilitasnya terhadap kendali masyarakat politik maupun masyarakat
adani. Rakyat mempunyai saluran untuk menyatakan pendapat dan kepentingannya
clalui masyarakat madani maupun masyarakat politik. Dalam transisi demokrasi,
asyarakat madani seringkali memainkan peranan penting untuk membangun kesadaran
litik rakyat, termasuk kesadaran untuk mendukung rezim-rezim yang dihasilakan oleh |

merintah,

4. Hegemoni

Hegemoni negara membuat potensi dari civil society tidak berkembang. Melalui
parangkat kebijakan, aturan dan norma, negara dengan kekuatan militer melakukan
idakan represif terhadap warganya. Melalaui doktrin Mfmgi ABRI (peran ganda),
liter memasuki ranah ekonomi, sosial, politik, dan budaya menjadikan dirinya sebagai
tor yang dominan. Akibat peran yang dominan dan hegemonik dari militer dalam ranah
litik ini mengakibatkan sistem bangunanan organisasi politik yang otoriter-birokratik.

Dalam khasanah tradisi pemikiran Marxis, hegemoni bukanlah konsep yang bamy,
an tetapi di tangan Gramsci-lah konsep ini di teorisasikan. Awal dari pemikirannya
alah kritik terhadap para penganut Marxisme ortodoks yang meyakini doktrin
terminisme ekonomi. Konsep hegemoni sendiri sebenarnya dikenalkan oleh Lenin.

Muhadi Sugiono(1999:20) menyebutkan, bagi kaum Marxﬁs Barat (Lucas, Sartre,
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isis ekonomi datang dan pergi dalam perekonomian kapitalis tanpa mengakibatkan

sruntuban  sistemikanya sebagaimana diyakini Marxisme Ortodok, determinisme
<onomi. Di mata Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak
anya harus merasa menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lehib dari itu
ereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka, Inilah yang dimaksud
ramsci dengan “hegemoni” atau menguasai dengan “kepemimpinan moral dan
telektual” secara konsesual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawananan
endudukkan hegemoni, scbagai bentuk supremasi satu kelompok atam beberapa
;lompok atas lainnya, dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan “dominasi”, yaitu

kuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik,

. Definisi Konsepsional

Definisi adalah kata, frase, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan,
au cirl wtama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Definisi juga dapat diartikan
bagai rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok
mbicaraan atau studi. Konsep adalah rancangan, ide atan pengertian yang diabstrakkan
ri peristiwa kongkrit. Jadi, definist konsepsional adalah pengertian ide atau pengertian
engenai obyek kajian tertentu untuk menerangkan fakta atau kondidisi obyektif.

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari snatu penelitian. Kalan masalah
n teoritisnya sudah jelas, biasanya diketahui pada fakta men’genai gejala-gejala yang
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2. Militerisme

Militerisme adalah paham yang berdasarkan kekuatan militer sebagaj pendukung

kekunasaan, pemerintahannya dikunasai ojeh golongan militer, dan diatgr secara

militeristik. Rezim yang. dikuasai oleh milier biasanya dalam mengelola konflik
dengan menggunakan cara-cara kekearasan, tingkat disiplin Yang kaku, dan lain

sebagainya. Bentuk militerisme dalam prakteknya disebut militerisasi,

3. Militerisasai
Militerisasi adalah tumbuh dan berkembangngnya militerisme dalam kehidupan
sehari-hari, Watak yang menjadi karakter militer seperti kekerasan, penyeragaman,

comodoisme dan lain sebagainya menjadi budaya masyarakat: lDi Indonesia proses
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4. Hegemoni Militer

Hegemoni militer adalah peran yang dominan milter dalam ranah politik. Militer
menjadi aktor yang dominan dalam mempengaruhi kebijakan politik dalam tata
pemerintahan di sutau Negara. Di Indonesia militer mendapat legitimasinya melalui

ideologi “Dwifimgsi” ABRI (sekarang TNI).

5. Demiliterisasi

Demiliterisasi adalah penarikan militer dari ranah politik dan mengembalikan
posisinya sebagai penjaga keamanan dan pertahanan Negara dari ancaman baik dari
luar maupun dari dalam. Yakni suatu proses pembebasan dari ikatan atau dari sifat-

sifat kemiljteran.

6. Supremasi sipil

Supremasi sipil adalah menempatkan militer dibawah kekuasaan sipil, segala
penentuan kebijakan dan pelaksanaan roda pemerintahan dikelola oleh sipil tanpa
ada intervensi pihak militer. Sederhananya, militer adalah subordinat sipil, militer
berperan sebagai staf pemerintahan sipil. Dalam model Supremasi sipil, sipil harus
tetap menghargai dan menghormati profesionalitas milithr dan tidak berhak

mencampuri  kebijakan-kebijakan internal militer. Seperti kebijakan dalam hal
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7. Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat. Dimana rakyat
berpartisipasi aktif dalam menentukan kehidupannnya sendiri. Dalam Negara yang
demokratis, nilai-nilai universalitas dan HAM dijunjung tinggi dan dijamin dalam

undang-undang.

8. Demokratisasi
Demokratisasi adalah proses untuk mendemokratiskan sistem politik yang dulunya

otoriter menuju rezim yang partisipatoris.

9. Civil Society

Civil society adalah ruang kehidupan sosial yang terorganisasi secara rapi, suatu
wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi 1mandiri,
tidak terkukung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaring-
jaring poitik resmi. Civil society mewyjud dalam organisasi atan asosiasi yang
dibuat oleh masyarakat bukan dibawah (tidak di intervensi} pengarub negara.,

seperti LSM, organisasi sosial dan keagaman, paguyuban serta kelompok
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- Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suaty konsep dapat diukur.

Definisi operasional dalam penulisan ini mencakup beberapa indikator yang

| digunakan sebagai dasar pengukuran. Indikator tersebnt digunakan sebagai tolak ukur
untuk mengetahui relasi demiliterisasi dan civil society. Indikator itu diantaranya

adalah:

1. Milterisme
Bentuk-bentuk militerisme tf;rtuang dalam militerisasi. Bentuk—bentuk itu
diantaranya:
a. Penguasaan sosial-ekonomi melaloi.  pengadaan  infrastroktnr dan
pengembangan teknologi.
b. Pendekatan kekerasan dalam mengelola dan menyelesaikan konflik, bukan
pendekatan yang sifatnya persuasif.
¢. Kekerasan ideologis yang sistematis (penyeragaman pola pikir), Misalnya

melalui pendidikan, film dokumentasi dan lain sebagainya.

2. Denmiliferisasi

Demiliterisasi memuat bergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah:
a. Lamanya keterlibatan militer dalam politik (tingkat intervensj).
b. Seberapa baik perlengkapan dan budget yang dimiliki,

¢. Seberapa jauh berhasil dilakukan profesionalisasi militer.
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¢. Seberapa solid, keterlibatan militer dalam kebijakan ekonomi dan sosial.

3. Civil Society/Masyarakat Madani
Faktor-faktor yang mendorong terwujudnya civil society:

a. Kemudahan akses (adanya kebebasan pers) bagi berbagai sektor
masayarakat ke dalam badan-badan penyelenggara Negara dan
komitemen mercka pada komunitas politik dan aturan main Negara

b. Berkembangnya berbagai arena publik yang otonom dan yang
didalamnya berbagai asosiasi bisa mengatur kegiatan mereka sendiri dan
mengurus anggota mereka sendiri

c. Berbagai arena itu harus bisa dimasuki oleh semua warga Negara dan
terbuka untuk diperdeb‘éﬂian, tidak terkukung dalam lingkungan yang
eksklusif dan rahasia.

d. Terbentuknya kelas menengah yang kuat sebagai pelopormnya.

4. Relasi demiliterisasi dan civil society
a. Penjabaran dari demokratisasi
Kejatuhan dari suatu rezim yang otoriter akan melahirkan ftransisi
demokrasi. Transisi adalah rentang waktu antara kejatuhan rezim‘yang
dulunya otoriter menuju rezim yang demokratis. Biasanya negara
otoriter selalu dipinpin oleh rezim militer dan menggunakan pendekatan

yang militeristik untuk mengelola masyarakat dan negara. Salah satu
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peranan militer (pengembalian militer ke barak). Demiliterisasi berarti

menyerahkan urusan politik kepada pemegang otoritas yakni sipil, dan

menempatkan militer dibawah kendali militer atan subordinat sipil.

b. Penjabaran pengembangan partisipasi masayarakat dalam sistem
demokrasi. Akibat dari sistem otoriterian yang ditopang oleh keknatan
militer adalah represifitas dalam mengelola konflik yang berakibat pada
melemahnya kekuatan civil society, dimana kekuatan politik yang kritis
akan selalu direpresi oleh negara melalului kekuatan militer. Dalam
situasi yang demokratis yang lepas dari kungkungan militer tingkat
partsisipasi masyarakat akan semakin menguat karena adanya kebebasan
untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul. Hal ini
merupakan tahap awal menuju masyarakat madani atau civil society

yang kuat dan mandiri.

iF. Metode Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Untuk mengidentifikasi relasi antara demiliterisasi dengan penguatan
cz’v-il society.
b. Mengkaji lebih mendalam kehidupan civil society di Indonesia sebagai
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2. Jenis Penelitian

Adapun jenis yang di gunakan dalam penelitian ini adalab deskriptif

eksploratif.

a. Penelitian Deskxiptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk
pengukuran yang. cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu,
Sedangkan ciri-ciri metode deskriptif adalah:

e Memusatkan diri pada pemecaban masalah-masalah yang ada pada
masa sekarang dan masalah-masalah yang aktual.

e Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian -di
analisa.

b. Penelitian eksploratif yaitu: metode penelitian yang berusaha mencari atau
mengungkapkan hal-hal baru. Menwrut Masri Singarimbun dan Soffian
Effendi, Ciri-ciri penelitian eksploratif adalah pcnelitian penjajakan atau
bersifat terbuka, masih mencari-cari, pengetabuan peneliti tentang masalah
yang akan diteliti masih terlalu tipis umtuk melakukan studi deskriptif.

¢. Jenis penelitian Deskriptif Eksploratif adalah suvatu penelitian yang

mendapatkan data awal atau hal-hal baru yang masih samar-samar yang
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3. Tehnik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi. Sumber data tersebut
meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah dan data dari internet yang

sesuai dengan masalah yang dikaji.

4. Unit Analisa
Unit analisa dalam penelitian ini adalah ABRUTNI, LSM, dan partai politik
pada rezim Soekarno hingga Megawati untuk mengidintifikasi relasi

demiliterisasi dengan civil society.

5. Teknik analisa data
Teknik kualitaif, yaitn dengan menganalisa permasalahan tanpa menggunakan

data statistik atau matematis, serta dengan menggunakan content analysis, yaitu
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